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ABSTRAK 
 
Kebebasan beroganisasi sendiri secara normatif diatur dan dijamin dalam Pasal 28 
Undang-Undang Dasar 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 
Kebebasan berdemokrasi yang diwujudkan dengan banyak bermunculannya Organisasi 
Masyarakat, ternyata banyak menimbulkan fenomena dan permasalahan terkait dengan 
eksistensi, aksi dan tanggungjawab yang dimiliki oleh organisasi masyarakat. Organisasi 
masyarakat yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentu 
harus di bubarkan. Pembubaran organisasi masyarakat tentu saja harus berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian dijelaskan ini Ormas HTI 
terindekasi bertentangan Pancasila dan UUD 1945, tentu saja harus di buktikan terlebih 
dahulu. Namun pemerintah pusat dalam hal ini di wakili oleh Menko Polhukam 
mengumumkan untuk membubarkan Ormas HTI tersebut.  Dalam hal ini pembubaran 
organisasi masyarakat harus sesuai dengan prosedur dan siapa yang memiliki 
kewenangan dalam membubarkan organisasi masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan mengkaji bagaimanakah prosedur yang sah dalam pembubaran 
organisasi masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2013 dan untuk 
mengetahui dan mengkaji bagaimanakah kewenangan pemerintah pusat dalam 
pembubaran organisasi masyarakat hizbut tahrir indonesia berdasarkan undang-undang 
nomor 17 tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian normatif mengingat ingin 
mengetahui kewenangan pemerintah pusat dalam pembubaran organisasi masyarakat 
hizbut tahrir indonesia berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2013. Penelitian ini 
dilakukan dengan mempelajari pendapat para ahli hukum yang membahas asal mula 
hukum, hierarki norma hukum, hubungan norma yang diatas dengan norma yang 
dibawahnya melalui kepustakaan maupun PeraturanPerundang-undangan. 
 
Kata Kunci : Kewenangan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 
 
ABSTRACT 
The freedom of self-organization is normatively regulated in Article 28 of the 1945 
Constitution and guarantees: "Freedom of association and assembly, the expulsion of 
thought with verbal and written statements, etc. is enshrined in law Organizations that 
have embodied many phenomena and problems related to the existence, actions, and 
responsibilities of community organizations must be dissolved, and community 
organizations that fail to comply with Pancasila and the constitution of 1945 must be 
dissolved In this study it is stated that HTI Organ was induced against Pancasila and 
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the constitution of 1945, Of course you have to prove first. The central government in 
this case, however, is represented by the Coordinating Minister for Political and Security 
Affairs, who has announced that it will dissolve the HTI organization. In this case, the 
dissolution of the community organization must be in accordance with the procedure 
and who has the authority to dissolve the community organization. This study aims to 
understand and investigate how the legitimate processes in the resolution of community 
organizations are based on Law No. 17 of 2013 and to know and investigate how the 
authority of the central government is based in the dissolution of the Hizb utan 
community organization in Indonesia on Law Number 17 of 2013. This research is a 
normative research that wants to know the authority of the central government in 
dissolving the organization hizbut tahrir indonesia on the basis of Law 17 Year 2013. 
This research is done by studying the opinion of lawyers who discuss the origin of law, 
hierarchy of legal norms, with the norms among them by the literature and the 
regulations. 
 
Keywords :   Authority, Law  No. 17 of 2013 
 
PENDAHULUAN 
Kebebasan beroganisasi sendiri 
secara normatif diatur dan dijamin dalam 
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945: 
“Kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang.” . 
Dan pasca reformasi 1998, dibukalah era 
kebebasan dalam membentuk dan 
mengelola organisasi masyarakat 
sebagai perwujudan doktrin negara 
hukum dan demokrasi1. 
Demokrasi mempunyai arti 
penting bagi masyarakat yang 
menggunakan, sebab dengan adanya 
demokrasi masyarakat memiliki hak 
untuk menentukan sendiri jalannya 
organisasi negara yang tentunya sudah 
1  . Rusadi Kantaprawira. 1996. Sistem 
Politik Indonesia. Algensiondo. Bandung. Hal. 46. 
dijamin oleh konstitusi. Demokrasi 
sebagai dasar hidup bernegara memberi 
pengertian bahwa pada tingkat terakhir 
rakyat memberikan ketentuan dalam 
masalah pokok yang mengenai 
kehidupannya, termasuk dalam menilai 
kebijaksanaan negara, oleh karena 
kebijaksanaan tersebut menentukan 
kehidupan rakyat 2 . Negara demokrasi 
dapat diartikan sebagai negara yang 
diselenggarakan berdasarkan kehendak 
dan kemauan rakyat, atau ditinjau dari 
sudut organisasi ia berarti suatu 
pengorganisasian negara yang dilakukan 
oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan 
rakyat karena kedaulatan berada 
ditangan rakyat. 
2  . Mahfud. MD. 2000. Demokrasi dan 
Konstitusi Di Indonesia. Jakarta. PT. Rineka 
Cipta. Hal 19. 
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Sejalan dengan prinsip 
demokrasi, perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945 masih berlajut dengan 
pemuatan hak-hak azazi manusia 
sebagai bagian dari Undang-Undang 
Dasar 1945. Salah hak azazi manusia 
yang dijamin adalah Undang-Undang 
Dasar 1945 adalah kebebasan berserikat 
dan berkumpul sebagaimana yang telah 
di kemukan pada diatas dan diatur pada 
pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa 
“setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat. Dengan adanya 
jaminan oleh konstitusi mulai adanya 
kesadaran masyarakat untuk 
menyatukan pendapat dan berkumpul 
membentuk kelompok untuk membantu 
pemerintah dalam menyelesaikan 
masalah. Kelompok yang dibentuk 
tersebut yang saat ini dapat dikenal 
sebagai organisasi masyarakat. 
Organisasi masyarakat selain 
dijamin oleh Konstitusi, organisasi 
masyarakat juga memiliki penguatan 
untuk mengatur kegiatan yang dilakukan 
oleh organisasi masyarakat tersebut 
yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Organisasi Masyarakat. 
Undang-undang tentang organisasi 
masyarakat ini  juga menjadi payung 
hukum bagi aparat penegak hukum 
untuk melakukan penertiban sejak dini 
bagi organisasi masyarakat yang 
melakukan penyimpangan dan 
penyalahgunaan. 
Kebebasan berdemokrasi yang 
diwujudkan dengan banyak 
bermunculannya Organisasi Masyarakat, 
ternyata banyak menimbulkan fenomena 
dan permasalahan terkait dengan 
eksistensi, aksi dan tanggungjawab yang 
dimiliki oleh organisasi masyarakat. Pada 
akhir-akhir ini perkembangan 
demokratisasi dalam negara hukum 
Indonesia yang dicirikan dengan 
banyaknya organisasi, ternyata 
memunculkan ancaman yang serius 
terhadap apa yang dicita-
citakan founding sate tentang Bhineka 
Tunggal Ika3.Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang dibangun diatas sebuah 
keragaman multi etnis dan suku, multi 
adat istiadat,dan juga multi 
ideologi, mensyaratkan adanya sebuah 
kebersamaan yang dilingkupi semangat 
toleransi dan pengertian mendalam 
antara komponen bangsa 
Indonesia. Utamanya adalah antara 
komponen organisasi kemasyarakatan 
yang terdapat di Indonesia. 
3 . Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu 
Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 206. 
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Pada bulan mei tahun 2017 
Menteri Koordinator bidang Politik 
Hukum dan Keamanan Wiranto 
menyampaikan untuk membubarkan 
organisasi kemasyarakatan (ormas) 
Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI sesuai 
jalur hukum. Pembubaran ini 
dikarenakan aktivitas HTI dinilai 
mengancam kedaulatan politik negara. 
HTI mengusung ideologi khilafah yang 
secara garis besar bersifat transnasional, 
yang berorientasi meniadakan nation 
state (negara bangsa) 4 . Wiranto 
menyebut tiga hal dasar yang 
menyebabkan HTI dibubarkan adalah 
HTI tidak berperan positif dalam 
pembangunan bangsa, terindikasi kuat 
tidak sesuai Pancasila-UUD 1945, dan 
secara nyata menimbulkan benturan di 
masyarakat5. 
Pembubaran HTI yang dilakukan 
pemerintah harus sesuai dengan aturan 
hukum. Pembubaran suatu Ormas harus 
melalui prosedur yang telah ditetapkan 
oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Organisasi Masyarakat.   
4 .https://news.detik.com/kolom/d-
3510278/meninjau-alasan-hukum-pembubaran-
hti. Diakses Pada tanggal 27 Mei 2017. Pada 
Pukul 12.00 Wib. 
5  
.http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
39852533. Diakses Pada tanggal 27 Mei 2017. 
Pada Pukul 12.00 Wib. 
Rencana pembubaran HTI ini 
menarik ditinjau dari kewenangan 
konstitusional yang diberikan konstitusi 
bagi pemerintah untuk membatasi 
pelaksanaan hak asasi manusia salah 
satunya hak berserikat. Selain itu perlu 
ditelisik apakah niat pembubaran ini 
telah memiliki alasan yang kuat dan 
melalui prosedur yang sah. berdasarkan 
uraian latar belakang diatas, penulis 
tertarik untuk mengkaji dan membahas 
lebih lanjut dalam karya ilmiah yang 
berbentuk jurnal penelitian hukum 
dengan judul Kewenangan 
Pemerintah Pusat Dalam 
Pembubaran Organisasi Masyarakat 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2013. Dengan 
rumusan masalah (1) bagaimanakah 
prosedur yang sah dalam pembubaran 
organisasi masyarakat berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ? 
(2) bagaimanakah kewenangan 
pemerintah pusat dalam pembubaran 
organisasi masyarakat Hizbut Tahrir 
Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2013 ? 
 
METODE PENELITIAN 
Jika dilihat dari jenisnya, 
penelitian ini tergolong kedalam 
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penelitian hukum normatif. Penelitian ini 
memiliki dua rumusan masalah yakni 
ingin mencari tahu bagaimanakah 
prosedur yang sah dalam pembubaran 
organisasi masyarakat berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. 
Dan bagaimanakah kewenangan 
pemerintah pusat dalam pembubaran 
organisasi masyarakat Hizbut Tahrir 
Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2013.   
Didalam penelitian hukum 
terdapat beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut, peneliti akan 
mendapatkan informasi dari berbagai 
aspek mengenai isu yang sedang dicoba 
untuk dicari jawabnya. Yaitu Pendekatan 
yuridis analisis: Kewenangan Pemerintah 
Pusat Dalam Pembubaran Organisasi 
Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia 
(HTI) berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2013 pendekatan 
Undang-Undang (statute approach)6 dan 
Pendekatan Konseptual  (conseptual 
approach). pendekatan Undang-Undang 
(statute approach) adalah Pendekatan  
dilakukan dengan menelaah semua 
Undang-Undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang 
6  . Peter Mahmud Marzuki.Penelitian 
Hukum.  Kencana. Jakarta. 2010. Hal  93 
sedang ditangani. Bagi penelitian untuk 
kegiatan praktis, pendekatan Undang-
Undang ini akan membuka kesempatan 
bagi peneliti untuk untuk mempelajari 
adakah konsistensi dan kesesuaian 
antara suatu Undang-Undang dengan 
Undang-Undang lainnya atau antara 
Undang-Undang dan Undang-Undang 
Dasar atau antara regulasi dan Undang-
Undang.  
Pendekatan Konseptual  
(conseptual approach) 7 adalah 
pendekatan yang beranjak dari 
pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu 
hukum.  
Hasil dari telaah tersebut 
merupakan suatu argumen untuk 
memecahkan isu yang dihadapi. Bagi 
penelitian untuk kegiatan akademis, 
peneliti perlu mencari ratio legis dan 
dasar ontologis lahirnya Undang-Undang 
tersebut. Dengan mempelajari ratio legis 
dan dasar ontologis suatu Undang-
Undang, peneliti sebenarnya mampu 
menangkap kandungan filosofi yang ada 
dibelakang Undang-Undang itu, peneliti 
tersebut akan dapat menyimpulkan 
mengenai ada tidaknya benturan filosofis 
7 .  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian 
Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2012. Hal  
131-135 
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antara Undang-Undang dengan isu yang 
dihadapi.8 
Bahan hukum 
Didalam penelitian hukum 
normatif bahan hukum adalah sumber-
sumber penelitian, bahan hukum 
dibedakan bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. 
a. Bahan hukum primer  
Merupakan bahan yang 
bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas. Bahan-bahan 
hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi 
atau risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim. Dalam penelitian ini 
peneliti akan mencoba meneliti 
dengan bahan hukum primer berupa 
yaitu: 
1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah 
3) Undang-undang Nomor 23 tahun 
2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah 
4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 
2015 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 23 
8Ibid. 
tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah 
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2013 Tentang Organisasi 
Masyarakat. 
b. Bahan hukum sekunder  
Merupakan buku-buku hukum 
termasuk adalah buku-buku hukum 
termasuk skripsi, tesis, dan disertasi 
hukum dan jurnal-jurnal hukum. 
Disamping itu juga, kamus-kamus 
hukum, dan komentar-komentar atas 
putusan pengadilan. Kegunaan bahan 
hukum sekunder adalah memberikan 
petunjuk kearah mana penelitian 
melangkah.9 
Bahan hukum sekunder yang akan 
digunakan adalah: 
1) Pendapat para ahli; 
2) Situs Internet; 
3) Buku hukum dan hasil penelitian 
hukum. 
Penelusuran bahan hukum 
didapatkan melalui : 
1) Perpustakaan Fakultas Hukum, 
Universitas Bengkulu; 
2) Perpustakaan Universitas 
Bengkulu; 
3) Perpustakaan Daerah; 
4) Toko Buku; 
5) Koleksi Pribadi; 
9Ibid . Hal155 
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6) Internet. 
 
c. Bahan hukum tersier  
merupakan bahan hukum yang 
membantu untuk memberikan 
keterangan dan penjelasan terhadap 
bahan hukum primer dan sekunder, 
antara lain: 
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 
2) Black Dictionary Law. 
 
Prosedur pengumpulan bahan 
hukum 
Pengumpulan bahan hukum 
dilakukan dengan cara editing data dan 
kemudian data yang sudah dikumpulkan 
dan telah dilakukan editing dibagi dalam 
beberapa bagian pokok-pokok 
pembahasan dari peneliti. Tujuannya 
agar bahan hukum yang telah ada siap 
untuk digunakan dalam membantu 
peneliti menyelesaikan permasalahan. 
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Semua bahan-bahan hukum 
yang telah terkumpul berdasarkan 
sumber-sumber penelitian baik yang 
bahan hukum primer dan bahan hukum 
primer diolah untuk diringkas, disarikan, 
dikutip. Pengumpulan bahan hukum 
untuk dikualifikasikan dan di 
identifikasikan sesuai dengan pokok 
bahasan masing-masing. 
Analisis Bahan Hukum 
Analisis yang digunakan peneliti 
menggunakan metode analisis yuridis 
kualitatif, yaitu dengan cara melakukan 
interpretasi autentik. Interpretasi 
autentik adalah cara interpretasi melalui 
penelusuran norma dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Untuk 
menilai kekonsistenan dari suatu produk 
hukum yaitu Undang-Undang dan produk 
hukum lainnya. 
 
 
PEMBAHASAN 
 
Bagaimanakah prosedur yang sah 
dalam pembubaran organisasi 
masyarakat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013? 
 
Sebagai negara yang berbasiskan 
hukum dalam menyelenggarakan 
pemerintahan, segala aspek mengenai 
seluk beluk tingkah laku dalam 
bernegara diatur secara gamblang dalam 
UU. Salah satunya adalah pengaturan 
pemerintah terhadap sebuah Ormas. 
Pengaturan mengenai Organisasi 
Masyarakat atau Ormas diatur di UU 
Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan. 
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Ormas adalah organisasi yang 
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat 
secara sukarela berdasarkan kesamaan 
aspirasi, kehendak, kebutuhan, 
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan demi 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila. Ormas dapat berbentuk dua, 
berbadan hukum dan tidak berbadan 
hukum.10 
Berkenaan dengan pembubaran 
organisasi masyarakat yang disingkat 
ormas tentu saja akan membahas 
mengenai pemberian sanksi kepada 
ormas yang melanggar hal-hal yang 
termuat didalam peraturan perundang-
undangan. Pembubaran ormas telah 
diatur didalam Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2013 yaitu pada BAB XVII 
tentang sanksi khusus ormas yang 
terdaftar di lingkungan Hukum dan Ham 
dan Hak Azazi Manusia dan diatur pula 
pada Permendagri Nomor 33 Tahun 
2012. 
Pembubaran ormas tentu saja 
harus melewati mekanisme yang telah 
diatur peraturan perundang-undangan. 
Jika ormas melanggar hal-hal yang 
tertulis dalam bab larangan tersebut 
10 http://www.hukumpedia.com/khmadyaik
hu/kajian-hukum-pembubaran-ormas-hti 
maka ormas tersebut harus diberikan 
sanksi oleh pemerintah. Hal tersebut 
berdampak pada pembubaran ormas. 
Akan tetapi sebelum dilakukan 
pembubaran terhadap ormas terlebih 
dahulu dilakukan upaya sanksi 
administratif hingga berdampak pada 
pencabutan surat keterangan terdaftar 
atau surat pencabutan status badan 
hukum dan juga pembubaran ormas. 
Sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya, implikasi hukum 
jika ormas melanggar hal-hal yang telah 
tertulis dalam bab larangan tersebut 
maka ormas tersebut berhak untuk 
diberikan sanksi tegas oleh pemerintah 
berupa sanksi administratif serta sanksi 
pidana untuk oknum-oknum ormas yang 
tidak bertanggung jawab dan melakukan 
pelanggaran hukum. 
Dalam Hal pemberian sanksi 
administratif sesuai dengan pasal 61 UU 
No 17 Tahun 2013 bahwa sanksi 
administratif yang dapat diberikan secara 
bertahap, pada tahap awal bagi ormas 
yang melanggar ketentuan yang 
terdapat di dalam UU No 17 tahun 2013 
maka ormas tersebut diberikan,Sanksi 
pertama adalah pemberian surat 
peringatan tertulis, sanksi ini diberikan 
maksimal 3x sesuai dengan isi pasal 62 
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sd 63 dan setiap surat peringatan tertulis 
memiliki jangka waktu selama 1 bulan. 
Jika ormas mematuhi isi dari surat 
peringatan tersebut maka surat 
peringatan tersebut dapat dicabut oleh 
pemerintah sebelum jangka waktunya 
habis, tetapi jika ormas tidak 
mematuhinya maka surat peringatn 
kedua dapat diberikan dan begitu 
seterusnya.Sanksi kedua yaitu 
pemberhentian bantuan, sesuai dengan 
isi pasal 64 dimana ormas tidak boleh 
menerima bantuan dari pihak manapun 
juga, jika ormas tersebut tetap 
melanggar maka diberikan 
sanksiselanjutnya. 
Sanksi yang ketiga yaitu 
pemberhentian kegiatan sementara atau 
pembekuan ormas sesuai isi pasal 65 
dan 66 dimana sebelum itu untuk ormas 
yang terdaftar dalam ruang lingkup 
nasioanal , pemerintah wajib meminta 
pertimbangan hukum dari Mahkamah 
Agung, jika dalam jangka waktu 14 hari 
mahkamah agung idak memberikan 
pertimbangan hukum maka pemerintah 
dapat melakukan penghentian 
sementara kegiatan. Untuk ormas dalam 
ruang lingkup Provinsi, Kabupaten dan 
Kota, Kepala daerah dalam hal ini 
meminta pertimbangan hukum dari 
Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, dan 
Kepala Kepolisian. Penghentian kegiatan 
sementara ini memiliki jangka waktu 
selama 6 bulan, jika jangka waktu telah 
habis maka ormas dapat melanjutkan 
kegiatan sesuai dengan tujuan 
organisasinya, jika sebelum jangka 
waktu habis ormas tersebut mematuhi 
sanksi penghentian sementara kegiatan 
maka pemerintah atau pemerintah 
daerah dapat mencabut sanksi tersebut. 
Prosedur pembekuan SKT juga terdapat 
di dalam pasal 25 sd 28 Permendagri 
No.33 Tahun2012. 
Sanksi yang keempat yaitu 
pencabutan surat keterangan terdaftar 
yang dampaknya adalah pembubaran 
ormas. Sesuai dengan isi pasal 67 
dan68dalam hal ini untuk ormas yang 
tidak berbadan hukum terlebih dahulu 
pemerintah yaitu kementerian dalam 
negeri dan pemerintah daerah wajib 
meminta pertimbangan hukum dari 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung 
memberikan pertimbangan hukumnya 
dalam jangka waktu 14 hari. Untuk 
ormas yang berbadan hukum, 
Pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Hukum dan Ham dapat memberikan 
sanksi pencabutan status badan hukum. 
Kementrian yang berwenang dapat 
memberikan rekomendasi pembubaran 
kepada pengadilan setempat dengan 
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disertai bukti-bukti dan permohonan  
sesuai isi pasal 70 dan sanksi tersebut 
diberikan setelah mendapat putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap tentang adanya pembubaran 
ormas berbadan hukum tersebut. 
Prosedur pencabutan SKT juga 
terdapat di dalam pasal 29 sd 31 
Permendagri No.33 Tahun 2012. Dalam 
hal pencabutan SKT, pemerintah 
khususnya Kementerian Dalam Negeri 
akan memberikan sanksi yang sangat 
tegas jika ormas melanggar aturan yang 
berlaku, karena di dalam pasal 31 
dinyatakan bahwa “SKT Ormas yang 
telah dicabut sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 29, tidak dapat diaktifkan 
kembali dandimasukkan dalam daftar 
organisasibermasalah”. 
Penjatuhan sanksi yang dilakukan 
secara bertahap, diharapkan bahwa 
dengan menerapkan sanksi awal yang 
lebih ringan yang lebih merupakan aba-
aba, dapat dicegah pengenaan sanksi 
yang langsung mengakhiri organisasi 
masyarakat yang tidak melaksanakan 
hak dan kebebasannya secara damai dan 
bertanggung jawab. Sesuai dengan 
sanksi administrasi yang telah saya 
jelaskan diatas, Pemerintah dapat 
membekukan Ormas tertentu untuk 
sementara, setelah mendapat peringatan 
yang cukup karena dalam kegiatannya 
melakukan perbuatan perbuatan yang 
mengganggu ketertiban umum, 
menimbulkan huru-hara di tengah 
masyarakat dan juga yang melakukan 
perusakan terhadap aset dan fasilitas  
umum. 
Pembekuan tentu dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ruang lingkup dan wilayah kedudukan 
Ormas yaitu Kementerian Hukum dan 
Ham untuk ormas yang berbadan hukum 
dan Kementerian Dalam Negeri untuk 
ormas yang tidak berbadan hukum, 
setelah mendengar seperlunya 
keterangan dari pengurus Ormas yang 
bersangkutan. Kewenangan Pemerintah 
atauPemerintahDaerah untuk 
membekukan ormas yang dipandang 
melakukan perbuatan yang dituduhkan, 
tentu saja dilakukan berdasarkan bukti-
bukti yang telah diperoleh dan dianggap 
sah. 
Prinsip due process of law yang 
menjadi ciri dari Negara hukum dan 
bukan Negara yang berdasarkan 
kekuasaan, mengharuskan terbukanya 
mekanisme bagi ormas yang dibekukan 
untuk menguji keputusan Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah yang 
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bersangkutan, dengan memberi 
kesempatan bagi ormas untuk 
mengajukan keberatan terhadap 
keputusan pembekuan tersebut kepada 
pengadilan yang berwenang. Pemerintah 
yang berwenang dapat mengajukan 
Ormas tersebut untuk dibubarkan jika 
tahapan pemberian sanksi tersebut terus 
dilanggar oleh ormas yang bersangkutan 
, sesuai dengan cara mengajukan 
kepada Pengadilan bukti-bukti disertai 
permohonan agar ormas tersebut 
dibubarkan dan dicabut hak hidupnya. 
Berkaitan dengan Ormas Asing, 
yang melakukan kegiatan sebagaimana 
yang dilarang baginya, setelah 
pembekuan sementara dan masih 
melakukan perbuatan yang sama yang 
dilarang kepadnya, justru dapat 
dikenakan sanksi pembekuan secara 
tetap sesuai dengan pasal 80 UU No 17 
Tahun 2013 yang implikasi hukumnya 
sesungguhnya sama dengan 
pembubaran. Hal ini harus diatur 
demikian karena ormas asing dibentuk 
menurut hukum asing dan berkedudukan 
di luar wilayah Indonesia, sehingga 
putusan pengadilan Indonesia tidak  
mempunyai  daya laku di luar 
wilayahIndonesia. 
Selain sanksi administratif 
penjatuhan sanksi pidana atau 
pertanggungjawaban pidana untuk 
ormas yang melakukan tindak pidana 
seperti pengrusakan fasilitas umum, 
tindak kekerasan, penghasutan ataupun 
tindak pidana lain yang dilakukan oleh 
oknum ormas diberikan sesuai dengan 
pelanggaran apa yang dilakukan oleh 
oknum ormas tersebut dan merujuk 
pada pasal-pasal di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.Sebagai contoh 
pada tahun 2003 Ketua FPI yaitu Habib 
Rizieq terbukti bersalah di depan 
pengadilan karena telah melanggar pasal 
yang didakwakan oleh jaksa penuntut 
umum yaitu pasal 160 junto pasal 65 
ayat 1 KUHP dan Pasal 154 KUHP karena 
terbukti melakukan penghasutan di 
depan umum terhadap anggotanya 
untuk melakukan gerakan anti maksiat 
dengan menutup dan memusnahkan 
tempat-tempat maksiat. 
TitiktolakdalamNegarahukummeru
pakansatuelemenyangharusdipenuhibah
wa tiap orang yang melakukan kegiatan 
atas nama Ormas harus tunduk  kepada 
hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik yang 
bersifat perdata, tata usaha negara, 
maupun pidana. Sanksi yang timbul 
akibat pelanggaran di masing-masing 
bidang hukum atau sesuai dengan 
bidang hukum yang dilanggar sudah 
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tentu dapat diterapkan terhadap ormas 
yang melakukan pelanggaran yang 
seperti itu. 
Bahkan Pengurus Ormas yang 
melakukan kegiatan penyampaian 
pendapat dan unjuk rasa yang 
melibatkan massa, turut bertanggung 
jawab atas perbuatan anggota ormasnya 
yang melanggar ketentuan hukum 
pidana, jikalau pengurus tidak 
melakukan pencegahan yang sepatutnya 
untuk menghindari perbuatan dimaksud, 
maka pengurus juga turut bertanggung 
jawab atas tindakan kelompok orang 
yang melakukan kegiatan atas nama 
Ormas tertentu yang tidak disetujui 
pengurus, tetapi patut diketahuinya 
namun tidak melakukan tindakan yang 
perlu untuk mencegah perbuatan 
tersebut. 
Hal ini untuk menghindari sikap 
melepaskan tanggung jawab ketika 
proses penegakan hukum telah dimulai 
dalam hal suatu pelanggaran hukum 
pidana, perdata, ataupun tata usaha 
negara telah terjadi. Inti dari norma 
yang harus dibentuk dalam pertanggung 
jawaban implikasi hukum tindakan-
tindakan ormas yang tidak damai, harus 
sedemikian rupa sehingga tidak terjadi 
kekebalan terhadap pelaku yang 
sesungguhnya turut serta dan bahkan 
menjadi otak dari perbuatan yang 
terjadi. Pemberatan sanksi terhadap 
oknum ormas juga dianggap merupakan 
bagian dari pencegahan penyalahgunaan 
hak asasi yang merugikan masyarakat 
secaraumum. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Adapun prosedur yang sah dalam 
pembubaran organisasi masyarakat 
telah diatur didalam Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2013 yaitu pada 
BAB XVII tentang sanksi khusus 
ormas yang terdaftar di lingkungan 
Hukum dan Ham dan Hak Azazi 
Manusia. 
2. Kewenangan pemerintah pusat dalam 
pembubaran organisasi masyarakat 
Hizbut Tahrir Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2013dapat disimpulkan bahwa ada 
beberapa parameter yang harusnya 
dilaksanakan oleh pemerintah yaitu 
antara lain, Melihat terlebih dahulu 
tujuan dibentuknya suatu ormas yang 
ada di dalam AD/ART ormas tersebut 
bertentangan Tujuan ormas secara 
umum yang terdapat di dalam UU No 
17 Tahun 2013 atau tidak , Melihat 
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kewajiban ormas yang terdapat 
didalam undang-undang apakah 
bertentangan dengan kenyataan yang 
dilakukan atau tidak, Melihat pada 
bab larangan yaitu pasal 59 UU No 17 
Tahun 2013 , apakah ormas tersebut 
melanggar hal-hal yang dilarang atau 
tidak. Dan parameter yang terakhir 
yaitu Memberikan sanksi terhadap 
ormas yang bersangkutan sesuai 
dengan isi pasal 60 sd 82 
yangmemuattentangprosedurpemberi
ansanksiadministratifsepertipemberia
n surat peringatan tertulis sebanyak 3 
kali, pemberhentian bantuan, 
penghentian sementara kegiatan atau 
pembekuan, dan yang terakhir adalah 
pencabutan surat keterangan 
terdaftar yang implikasinya yaitu 
kepada pembubaran suatu ormas. 
Saran 
Berdasarkan pada permasalahan dan 
kesimpulan yang telah dikemukakan 
diatas, maka dapat saya berikan saran 
sebagai berikut : 
1. Dalam hal menjalankan amanat 
undang-undang seharusnya 
pemerintah dan penegak hukum lebih 
berfikir 1 langkah ke depan, karena 
pemerintahlah yang membuat undang-
undang tersebut harusnya Pemerintah 
jauh lebih paham daripada rakyat yang 
hanya  diharuskan untuk menaati 
undang-undang tersebut serta 
pemerintah harusnya melakukan revisi 
terhadap undang-undang No 17 Tahun 
2013 tersebut karena undang-undang 
tersebut kurang jelas dan nantinya 
akan menimbulkan kerancuan bagi 
penegak hukum dan pemerintah 
itusendiri. 
2. Hendaknya pemerintah harus tegas 
dan berani dalam hal menindak ormas 
yang sering melakukan aksi-aksi 
anarkis, tidak hanyaorganisasi 
masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia 
saja tetapi juga omas-ormas yang 
sering mengatas namakan agama 
untuk membuat kekacauan di negara 
ini dan merusak sendi-sendi NKRI 
serta Pemerintah harus mengambil 
langkah preventif untuk hal ini agar 
tidak terjadi secara terus-menerus. 
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